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PENYELENGGARAAN LAYANAN
PENCEGAHAN ORIENTASI BUNUH DIRI MUTIARA SUKMA
(LAPOR BUDIR MUTIARA SURMA) DAN LAYANAN KESEHATAN JIWA LAINNYA

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat
di Mataram, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. Wiwin Nurhasida . Direktur Rumah Sakit Jiwa Muotiara Sukma  yang
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas
Mataram, bertindak  dalam  jabotannya  berdasarkan
Keputusan Gubernur Nusa  Tenggara Baratl Nomor
B11.2/542/BRIN20Z3 tanggal 31 Agusius 2023, uniuk dan
atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjuinya
disebut “PIHAK PERTAMA™

1. Drs. Abdul Wahab, MA  : Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang diangkat
berdasarkan  Surat  Keputusan  Pimpinan  Pusat
Muhammadiyah No. 1227/KEP/10/D/2022, tanggal 15
Desember 2022, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan
Mo, 1, Pagesangan, Kec, Mataram Kota Mataram NTE 83127,
dalam hal Ini bertindak untuk dan atas nama Universitas
Muhammadiyah Mataram selanjuitnya di sebut “PIHAK
KEDUA"

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA vang selanjutnva disebut PARA PIHAK sepakat
mengadakan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh
Diri Mutiara Sukma (LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA) dan Lavanan Kesehatan Jiwa Lainnya
dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah :

2.
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Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pemnbentukan Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggars Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Momor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Mataram di Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keschatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daeruh;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Dagrah:

Pernturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah
Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daersh Dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Menteri Dalam Megen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Toknis Pengeloaan
Keuangan Daerah;
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10, Peraturan Menteri Keschatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tabhun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Masional;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

| 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan,
Crganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa
Tenggara Barag;

13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah
Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan

1. Rumah Sakit Jiwa Mutisra Sukma adalah Rumah Sakit Khusus Kelas B milik Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang mempunyai fungsi pelayanan utama kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran, ilmu-itmu keschatan dan non
keschatan lamnya. selanjutnya disingkat RS) Mutiara Sukma;

Liniversitas Muhammadiyah Mataram adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Provinsi Nusa

Tenggara Barat vang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 1 Mataram dan telah

terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Pergurvan Tinggi (BAN-PT),

3. Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri Mutiara Sukma (LAPOR BUDIR MUTIARA
SUKMA) adalah sebuah konsep pelavanan integrasi berbasis sistem informasi;

4. Layanan Kesehatan Jiwa Lainnya adalah layanan yang diberikan oleh profesional keschatan yang
berkompeten di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma meliputi layanan Psikiatrl, lavanan Psikolog,
layanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan layanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit:

5. Aplikasi Mutara Sukma adalah aplikasi dengan fitur layanan pencegahan orientasi bunuh diri yang
menjadi salah satu bagian LAFOR BUDIR MUTIARA SUKMA:

6. Surat Rujukan adalah sural yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesehatan Klinik Universitas
Muhammadivah Mataram untuk mengirimkan pasien ke RSJ Mutiara Sukma.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

4

(1} Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah schagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam memberikan
Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri dan Layanan Kesehatan Jiwa Lainnya;

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri
dan Layanan Kesehatan Jiwa Lainnya bagi mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas
Muhammadiyah Mataram.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemberian Layanan Pencegahan dan Orientasi

Bunuh Din meliputi :

a, Sosialisasi LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA rermasuk aplikasi Mutiara Sukma
(| Kegiatan Promotif dan Preventif Bunuh Diri);
Edukasi terkait LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA;

¢, Rujukan jika dibutuhkan pensmganan lebih lanjul dari hasil luaran LAPOR BUDIR
MUTIARA SUKMA:

d. Lavanan Keschatan Jiwa Lainnya jika dibutuhkan.
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Pasal 4
HARK DAN KEWAJNBAN PARA PIHAK

{1} Hak PIHAK PERTAMA
a. Menerima informasi lentang kegiatan edukasi dan sosialisasi LAPOR BUDIR MUTIARA
SUKMA kepada mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Muhammadivah Mataram
melalu email atau Surat
b, Menenma Pembayran dan PIHAK KEDUA atas Layanan Kesehatan Jiwa

(2} Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Membenkan sosialisas: LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA kepada mahasiswa dan
Civitns Akademika Umiversitas Muhammadivah Mataram,

b, Memberikan edukas: berupa kegiatan promotf dan preventif bunuh din kepada mahasiswa
dan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Mataram;

¢, Menerima rujukan dari PIHAK KEDUA jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut dari hasil
luaran Aplikasi MUTIARA SUKMA;

d. Memberikan layanan kesehatan jiwa lannya berdasarkan permintaan dari PINAK KEDUA
melalui surat;

(3) Hak PIHAK KEDUA !
a  Menenma sosiahisasi LAPOR BUDIR MUTTIARA SUKMA dan PIHAK PERTAMA
b. Menerima edukasi berupa kegiatan promouf dan preventif bunuh din dan PIHAK
PERTAMA:
c. Membuat ruyjukan yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA jika dibutubkan penanganan
bebih lanjut dart hasil luaran Aplikasi MUTTIARA SUKMA;
d. Menerima layanan kesehatan jiwa lainnva jika dibutuhkan

4) Kewajiban PIHAK KEDUA -

a. Membayar layanan Keschatan jiwa yang telah diterima yang berdasarkan kesepakatan adalah
berbayar

b Meneruskan sosiahsasi dan edukasi LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA kepada
mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Mubammadivah Mataram;

€. Membenkan informasi kegatan sosialisasi dan edukasi LAPOR BUDIR MUTIARA
SURMA kepada mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Mataram;

d. Membuat surat permintaan layanan kesehatan jiwa lannva jika dibutuhkan

Pasal 5
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) PIHAK PERTAMA membenkan edukasi dan sosialisas: tentang LAPOR BUDIR MUTIARA
SUKMA:

2] PIHAK KEDUA meneruskan dengan membenikan edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa
dan Civitas Akademika Universitas Muhammadivah Mataram |

{3) PIHAK KEDUA membuat rujukan kepada PIHAK PERTAMA jika ada hasil limran LAPOR
BUDIR MUTIARA SUKMA yvang membutuhkan tindak lanjut,

(4) PIHAK PERTAMA memberikan layanan tindak lamut sesuai rujukan vang terima.

i5) PIHAK PERTAMA memberikan layanan Kesehatan jiwa lainnya jika dibutuhkan.

Pasal 6
TARIF PELAYANAN

i 1) Layanan LAFOR BUDIR MUTIARA SUKMA tidak dikenakan tarif;

{2) Pelayvanan rujukan aias tindak lanjut luaron hasil Aplikasi MUTIARA SUKMA besarnva tanf
pelayanan sesuai lavanan yang diterima dengan mengacu Peraturan Gubernur vang berlaku pada
PIHAK PERTAMA (bagi pasien umum ),

(3) Bagi pasien BPJS Kesehatan tanf ditanggung olch BPIS Keschatan namun dengan keadaan yang
menjadi penyebab/ide bunub dirl dengan persyaratan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan

i4) Tarif Layanan Kesehatan Jiwa Lainnya sesual kesepakatan bersama
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{4) Tarif Layanan Keschatan Jiwa Lainnya sesuai kesepakatan bersama

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Mujeure) adalah suatu keadaan yang terjadinys
diluar kemampuan atau kekussaan PARA PIHAK dan yvang menvebabkan PIHAK vang
mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya. Force
Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, perang (vang dinyatakan maupun tidak
dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, dan kebijakan pemerintah yang
berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

12) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK vang
terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK
vang terkena Force Majewre wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure kepada
PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa
Force Mafewre, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang
meneranghkan adanya peristiwa Force Mujeure tersebul. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib
mengupavakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir,

(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberituhuan dimaksud avat (2) pasal
ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sehagai Force Majeure.

Pasal &
JANGKA WAKTU

(1) Pejanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) whun terhitung sejak tanggal
ditanda tangani perjanjian Kerjasama ini, don dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali,

(2} Perjanjian Kerjusama ini dapat dilakukan perpanjangan dengan pengajuan perpanjangan oleh salah
satu pihak, dalam wakitu | (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan atas
kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANIJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Wakiu Perjanjian

Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagal berikut:

a, Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah sat atau lebih ketentuan yang distur dalam
Perjanjian Kerasama mi dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya
setelah menenma surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran
berlaku efeknf secara scketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian
Kerjasama ini dari Pihak yang dirugikan;

b, Berakhimya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban vang telah timbul vang
belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, schingga syarit-syaral dan
ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya
kewajiban tersebut oleh Pihak yvang wajib melaksanakannya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisthan, pertentangan dan perbedaan pendapat vang timbul dan pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat,

(2) Apabila kata mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada avat (1) maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melaln Tim Mediasi vang dibentuk oleh
PARA PIHAK.

(3) Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu ; | (samu)
orang dari PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang dan PIHAK KEDUA din | (satu) orang vang
ditunjuk atas kesepakatan PARA PIHAK.
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{4) Apabila Tim Mediasi scbagaimans yang dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyelesaikan
perselisthan yang terjadi, maka PARA PIHAK menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
Pengadilan Negeri Mataram di Mataram,

Pazal 11
PEMBERITAHUAN

(1) Semua sural menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atsu pernyataan-pernyataan  atau
persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu ditakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya
dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secam tertulis dan disampaikan
secara langsung atau melalui faksimili‘email dan di alamatkan kepada

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Up : Direktur RS) Mutiara Sukma Provinsi NTB

Alamai  : J|. Ahmad Yani Nomor | Selagalas-Mataram NTB
Telepon : 0370-672140

Email : isimutiarasukmairemail.com
FIHAK KEDUA ¢ Universitas Muhammadiyah Mataram
Up : Dr. Zaenudin. M. Pd.l

Jabatan  : Wakil Rektor Bidang AlK dan Kerjasama
Alamat  : Jalan KH. Ahmad Dahlan No, | Mataram, NTB
Telepon

Email : um.mataramE@ummat.ac.id

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada
vang lain secara tertulis.

(2} Pemberitahuan yang discrahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan
dengan bukti tands tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman,
sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima
kode jawabannya {answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman
faksimili.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dikemudian han terdapat hal-hal vang belum diatur atau perubahan dalam Perjanjian
Kerjasama ini olch PARA PIHAK skan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Addendm)
atas persetitjuan PARA PIHAK dan merupakan satu Kesatuan vang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerjasama ini.
Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) ash
dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyal kekuatan hukum yang sama,
lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA, lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA REKTOR UNIVERSITAS
_~HWHARA SURMAAT MUHAMMADIYAH MATARAM
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